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ABSTRAK

Pusat Pelayandrerpadu Pemberdayaan Perempuarfatek disingkat P2TP2/nerupakan
lembaga yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakattentbeglayaan
perempuan dan perlindungan anséta kekerasan terhadap perempuan dan aeakbaga
P2TP2A berkomitmenmemberdayakan perempuan dan melindungi anak dengan basis masyarakat.
Tugas dan fungsi yang diemban, P2TP2A adalah melaksanakan fungsi-fungsi antara lain;
(1)pencegahan pekerja anak;p@)ingkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin; (3)dan
pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Pencegahan terhadap pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan
terkoordinasi guna mencegah anak-anak masuk dalam dunia kerja, khususnya pada jenis atau
bentuk pekerjaan yang sarat dengan berbagai bentuk eksploitasi.Fungsi peningkatan akses
merupakan fungsi yang dilakukan oleh P2TP2A dalam memberikan perlindungan kepada
perempuan dan anak agar mereka dapat mengakses layanan pendidikan sehingga mereka terhindar
menjadi pekerja anak.Sedangkanfungsipemberdayaan keluarga dan masyarakat merupakan fungsi
pemberdayaan keluarga-keluarga miskin agar mereka mampu membuat keputusan penting dalam
mengatasi permasalahan hidup mereka.

KataKunci:Peranan, Perlindungan, pekerja anak, Pemberdayaan

PENDAHUL UAN yang tidak bersekolah terlibat dalam beberapa
kegiatan produlktif.

Indonesia memiliki sekitarempatjutaanak ~ Seperempat anak yang tidak bersekolah
yang terlibat sebagai pekerja anak, termasuk dizam kelompok usia 10-14 tahun memiliki kurang
juta yang bekerja dalam kondisi berbahaya.Patkai empat tahun pendidikan, yang berarti bahwa
tahun 2009 anak-anak yang bekerja berjumlatereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang
kira-kira tujuh persen dari kelompok usia 5-1Buta huruf secara fungsional. Prevalensi pekerja
tahun. Sebagian besar mereka bekerja sebayeik di daerah perdesaan kira-kira tiga kal
pekerja keluarga yang tidak dibayar direvalensidi daerah perkotaan. Di antara anak-
perkebunan dan pertanian. Mereka yang terpapaak yang lebih tua, prevalensi tersebut lebih
oleh kondisi berbahaya atau bentuk-bentidanyak melibatkan anak laki-laki daripada anak
terburuk pekerja anak meliputi anak-anak yampgerempuanAdapun faktosfaktor yang
bekerja di pertambangan, bangunan, penggalimempengaruhi keputusan rumah tangga tentang
dan anak-anak yang dipekerjakan di tempatpakah melibatkan anak-anak mereka dalam
tempat seks komersial. Hampir dua pertiga anaékerjaan atau menyekolahkan mereka meliputi
usia dan jenis kelamin anak, pendidikan kepada
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anak, yang menciptakan insentif bagi lembaga  Pada konteks daerah, perhatian terhadap
untuk merekrut sejumlah besar adadgka-angka pekerja anak dan kekerasan terhadap anak cukup
ini menunjukkan fenomenamasih tingginyajumlanendapat perhatian, terbukti dengan
pekerja anak, yang tentu saja membutuhkan sotlisentuknyaP2TP2fPusat Pelayanderpadu
agar kondisi ini tidak menimbulkan implikasi yanfPemberdayaan Perempuan Aaak) tingkat
lebih jauh provinsi NusaTlenggaralimur (NTT) yang
Sebagai salah satu negara yang telatfempunyai fungsi antara lain;(1)pencegahan
meratifikasi Konvensi Haknak (KHA) sejak pekerja anak; (2)peningkatan akses pendidikan
tahun 1990, negara Indonesia mempunyzagi keluarga miskin; (3)dan pemberdayaan
kewajiban melaksanakan kesepakatakeluargadan masyarakat.
kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak hak
anak sesuai butir-butir konvensi. Dengan tel&fENOM ENA PEKERJAANAK
diratifikasinya KHA, negaramempunyaitanggung  Surat kabaionline Tempo Interaktif
jawab untuk mengimple-mentasikan KHAnemaparkan bahwa Lembaga PerlinduAgai
kedalam kehidupan berbangsa dan bernegdt&A) NTT bekerjasama dengan ILO pada tahun
namun, terjadinya krisis multidimensi yang melan@®10 mendapatkan data sebanyak 23.103 anak
Indonesia sejak pertengahan tahun 199¥ bawah umur di NTT dikategorikan sebagai
menyebabkan kondisi sebagian anak Indonegekerja anak, dengan rincian laki-laki 15.333 dan
secara kualitas mengalami penurunan, sehinggaempuan sebanyak 7.770 anak. Dari jumlah
situasi anak Indonesiapun menjadi buram deersebut, 18,91% tidak pernah bersekolah,
semakin memprihatinkan, karena korban terbed&,42% tidak tamat Sekolah Dastan 1,35%
akibat krisis adalah anak anékibat dari krisis yang menamatkan pendidikan SMP
tersebut banyak hak anak yang semakin Faktor utama adanya pekerja anak karena
terabaikan, bahkan persoalan anakpun menjagisalah ekonomi keluarga. Pekerja anak
semakin komplek, dari anak jalanan, anaknumnyaditemukan dijalan, pelabuhan, terminal,
terlantarpekerja anak, anak-anak korban konflitan pasar tradisional di Kota Kupang. Mereka
bersenjata, anak korbaaffickingsampai anak bekerja sebagai penjual koran, jagung hésr
anak yang dilacurkan. plastik, makanan ringan, dan penjual asesoris.
Berbagai regulasi telah dibuat dalam upaggejumlah anak juga ditemukan bekerja sebagai
memberikan perlindungan terhadap anak diantaeambantu rumah tangga, pramuniaga, dan pelayan
adalahUndang-undang (UU) Nomorzéhun warung makan (dalam Seo, 2010).
2002 tentang Perlindunganak Dengan UU ini Menurut ketua LR NTT, pekerja anak
merupakan suatu lompatan yang sangat besangat rentan mengalami kekerasan, baik itu
sekaligus merupakan suatu kemajuan dan perhatiekerasan fisik hingga kekerasan seksual (dalam
yang luar biasa terhadap anak, terutama dal&eo, 2010). Pekerja anak yang mengalami
upaya pemenuhan hak anak dan perlindundeakerasan adalah masalah yang sangat kompleks,
anak. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 2@arena ada lebih dari satu jenis perlakuan buruk
Tahun 2002, pemerintah kemudian membetyling mereka alami. Menurut hasil penelitian
Komisi PerlindungaAnak Indonesia disingkat Widjaja (2006) pekerja anak memiliki berbagai
KPAI dengan tujuan agar dapat meningkatkanasalah yaitu masalah berbahasa, emosi,
efektivtas penyelenggaraan perlindungan anstsialisasi, konsep diri, kurang mendapatkan
Indonesia yang bersifatindependen. perhatian, pendidikan rendah, perilaku tidak teratur
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dan agresif. Mahanani (2010) juga menemukan Dalam rangka perlindungan terhadap
bahwa pekerja anak memiliki konsep dirinegatif anak sebagai pekerja, konvensi memuat
seperti cemas, takut bergaul, rendah diri, tidak beberapa asas yang antara lain : (a) asas
memiliki tujuan ke depan, dan perilaku negatif. penghapusan kerja anak, dirumuskan dalam
Pasal 1 yang mengamanatkan kepada setiap
KEBIJAKAN PERLINDUNGANANAK anggota untuk mengambil kebijakan secara
Meskipun pemerintah belum tegas dalam nasional 1 untuk menjamin penghapusan
hal pelarangan pekerja anak, namun dengan kebijakan anak sebagai pekerja secara
lahimya berbagai peraturan perundang-undangan, efektif. Selain itu, setiap anggota diwajibkan
menunjukkan pemerintah telah memenuhi untuk secara progresif menaikkan usia
kewajiban dan tanggung jawabnya untuk minimum untuk diperbolehkan bekerja
melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan
membahayakan kesehatan, mental, spiritual, kebutuhan perkembangan fisik dan mental
maupun perkembangan sosial atau menggangu orang muda;(b) asas pelindungan, dalam pasal
pendidikan. Beberapa peraturan perundang- 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk
undangan yang dapat digunakan sebagai landasandiperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Umur
kebijakan dalam melindungi pekerja anak di 15 tahunini diadopsi dari usia sekolah wajib.
Indonesia, antara lain : Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak
1. Undang-Undang Nomor ZDahun 1999 seorangpun berada di bawah usia wajib
Tentang Ratifikadl. O Convention Nomor diperbolehkan bekerja atau masuk kerja
138 Concerning Minimum Age for dalam suatu jabatan pada wilayah negara
Admission to Employment the Abolition anggota ILO. Pasal ini juga memuat larangan
of Forced Labouratau Konvensi ILO untuk bekerja pada alat angkutan yang ada
Nomor 138 Mengenai Usia MinimumUntuk ~ pada wilayah negara tersebut. Pasal 3
Diperbolehkan Bekerjeahun 1973 konvensi merumuskan bahwa untuk jenis
Konvensi ini diadopsi oleh konferensi  pekerjaan yang dapat membahayakan
umum ILO padatanggal 26 Juni 1973 dan kesehatan, keselamatan, atau moral orang
Indonesia telah meratifikasi konvensi ini  muda, batasan umur tiak boleh kurang dari
melalui UU Nomor 20Tahun 1999. 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa
Konvensi ini sendiri, seperti yang tercantum  jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus
dalam alenia keempat pembukaannya, ditetapkan dengan peraturan perundang-
dimaksudkan untuk menetapkan suatu naskah undangan nasional.
umum mengenai batasan umur yang terbai@s. Keputusan Presiden NomorBgun 1990
Halini karena sebelumnya memang sudah ada Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hakak
rumusan tentang batasan umur minimal untuk - Tahun 1989 ataonvention on The Rights
bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda- of The Child
beda untuk setiap jenis dan sektor kerja. Setelah DUHAM dicetuskan, 5 tahun
Alenia keempat pembukaan ini juga kemudian para aktivis HAM melalui negara-
menyebutkan bahwa tujuan dari konvensiini  negara anggota berhasil mendesak agar PBB
sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai mau mencetuskan suatu perjanjian untuk
pekerja pada kegiatan ekonomi secara perlindungan hak anak. Konvensi yang
keseluruhan. kemudian dikenal sebagai konvensi hak anak
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itu dicetuskan setelah melihat bahwa ternyata
tidak serta merta DUHAM juga melindungi
harkat anak-anak sebagai mandseadapat

13 konvensi hak anak disahkan oleh majelis
umum PBB pada tanggal 20 November 1989,
setahun kemudian pada tahun 1990
Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui
Keppres No.36lahun 1990. Substansi
Keppres ini adalah; (a) hak terhadap
kelangsungan hidup, yaitu hak-hak yang
meliputi hak untuk melestarikan dan
mempertahankan hidup dan hak untuk
memperoleh standar kesehatan tertinggi dan
perawatan sebaik-baiknya; (b)hak terhadap
perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam
konvensi hak anak yang meliputi perlindungan
dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan
keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai
keluarga bagi anak-anak pengungsi; (c) hak
untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak yang
meliputi segala bentuk pendidikan dan hak
untuk mencapai standar hidup yang layak bagi
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral,
dan sosial anak; (d) hak untuk berpartisipasi,
yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk

Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
Hanya saja Pasal 68 kemudian menjadi
kontradiktif dengan pengecualian yang
diberikan oleh Pasal 69. Pasal 69
memungkinkan adanya penyimpangan dari
rumusan pasal 68 yang sebenarnya sudah
cukup tegas melindungi hak-hak anak sebagai
pekerja.

Sedangkan rumusan mengenai larangan
eksploitasi anak diatur dalam pasal 74 yang
memuat larangan untuk mempekerjakan dan
melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan
terburuk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini
seperti diatur dalam pasal 183 merupakan
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara dua sampai lima tahun dan/
atau denda antara Rp 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,-
(imaratus juta rupiah).

Undang-undang ini juga mengatur
perlindungan anak yang bekerja diluar
hubungan kerja (pasal 75), yang mewajibkan
pemerintah untuk melakukan upaya
penanggulangan terhadap anak-anak yang
bekerja diluar hubungan kerja. Pasal ini juga

menyatakan pendapat dalam segala hal yang menetapkan bahwa upaya penanggulangan

mempengaruhi anak, (Mansour Fakih, 2000,
Persoalan Ketidakadilan Sosial dan HAM
dalam Pendidikan Kewganegaraan dan 4.
HakAsasi ManusidJll Pressyogyakarta,
him.35)
Undang-Undang Nomor ITBahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Rumusan perlindungan anak sebagai
pekerja dalam UU ini ditemukan dalam Pasal
68, yaitu ‘pengusaha dilarang
mempekerjakan angkagian lain dari UU
ini yaitu pasal 185 memuat rumusan pidana

ini diatur lebih lanjut dalam peraturan
pemerintah.
Peraturan Mentefienaga Kerja No. PER/
01/MEN/1987Tentang Perlindungan Bagi
AnakYangTerpaksa Bekerja

Pasal 4 Peraturan Menteri tersebut,
mengatur bahwa anak yang terpaksa bekerja
yaitu anak yang berumur di bawah 14 (empat
belas) tahun. Pengusaha yang mempekerjakan
anak yang terpaksa bekerja wajib memenuhi
ketentuan antara lain, tidak mempekerjakan
pada malam hari, pemberian upah yang sesuai

bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal dengan pengaturan upah yang berlaku, dan
68 dengan ancaman pidana satu sampai seterusnya. Pada ayat 2 Pasal yang sama

empat tahun penjara dan/atau denda Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai

disebutkan bahwa anak yang terpaksa
bekerja harus mendapat ijin dari orangtua
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atau wali atau pengasuh, (Peraturan Mentgaing semakin berkembang tersebut, perlu dibentuk
Tenaga Kerja Nomor PER/01/MEN/198KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
Tentang Perlindungan Bagnak Yang INDONESIA(KPAI). Dibentuknya KRI juga
Terpaksa Bekerja) merupakan amanat UU No: 23 tahun 2002 pasal
5. Undang-undang Republik IndonesiaNomat4 yang menyebutkan “Dalam rangka
23Tahun 2002 tentang Perlindundarak. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
Pada Pasal 37. pasal 39 ayat 4, Papallindungan anak Indonesia yang bersifat
43 ayat 2 UU Nomor 23ahun 2002 independen”.
tersebut, tampak perbedaan yang sangat Dalam rangka pemenuhan dan
menonjol pembangunan secara fisik tidgherlindungan hak anak serta guna menangani
diimbangi dengan pembangunan moral bangsermasalahan anakdi Provinsi NTT telah dibentuk
akan berakibat rusaknya fundamen tatanB2TP2A (Pusat PelayananTerpadu
kehidupan didalam masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan Perempuan darak) Kota
Sebagai salah satu negara yang teldlapang yang dideklarasikan tanggal 28
meratifikasi Konvensi Haknak (KHA) sejak September 2007. Menyusul setelah
tahun 1990, negara Indonesia mempuny@@ndeklarasian itu,beberapa kabupaten/kota di
kewajiban melaksanakan kesepakatamwilayah NTT juga memutuskan lembaga
kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak Fedcupa,seperti : Kota Sumbenur, Kabupaten
anak sesuai butir-butir konvensi. Dengan tel&ikka, Kabupateimor Tengah Selatan.
diratifikasinya KHA, negara mempunyai tanggungembaga tersebut berkomitmen dalam isu
jawab untuk mengimplementasikan KHA kedalapemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kehidupan berbangsa dan bernegara. Namberbasis masyarakat, serta kekerasan terhadap
terjadinya krisis multidimensi yang melandperempuan dafnak.
Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah  Penanganan permasalahan pekerja anak
menyebabkan kondisi sebagian anak Indonesiaskipun terdapat seperangkat perundang-
secara kualitas mengalami penurunan, sehinggedangan serta lembaga otoritas yang
situasi anak Indonesiapun menjadi buram dbarkomitmen terhadap permasalahan pekerja
semakin memprihatinkan, karena korban terbesarak, namun keterlibatan masyarakat dan
akibat krisis adalah anak anakibat dari krisis pemangku kepentingan di wilayah itu sangat
tersebut banyak hak anak yang semalkdibutuhkan. Setidak-tidaknya terdapat beberapa
terabaikan, bahkan persoalan anakpun menjasipek yang harus diperhatikan ketika mencermati
semakin komplek, dari anak jalanan, anakasalah pekerja anak, yakni:
terlantaypekerja anak, anak anak korban konflikugasdan Fungs L embaga P2T P2A
bersenjata, anak korban trafficking sampai anhdk Pencegahan PekerjaAnak
anak yang dilacurkan.Disahkannya UU No: 23 Pencegahan pekerja anak merupakan
tahun 2002 tentang Perlindungaiak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan
suatu lompatan yang sangat besar sekaligus terkoordinasi guna mencegah anak-anak
merupakan suatu kemajuan dan perhatian yang masuk dalam dunia kerja, khususnya pada
luar biasa terhadap anak, terutama dalam upaya jenis atau bentuk pekerjaan yang sarat dengan
pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. berbagai bentuk eksploitasiujuan
Dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak pencegahan pekerja anak adalah untuk
anak serta guna menangani permasalahan anakmemberikan kesempatan kepada setiap anak
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agar dapat menikmati hak-hak mereka dan
terpenuhi kebutuhan khas mereka, sehingga
mereka dapat tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik fisik, mental, sosial
maupun intelektualnya. Dengan demikian
setiap anak akan mampu memikul tanggung
jawab masa depan bangsa dengan baik.
Dalam melakukan usaha pencegahan
pekerja anak harus diperhatikan bahwa
Pencegahan merupakan upaya
penanggulangan yang bersifat awal sebelum
terjadinya masalah atau terulangnya suatu
masalah. Upaya pencegahan bertujuan
mencegah anak agar tidak memasuki dunia
kerja dan anak yang yang berhasil ditarik dari
dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja
anak sehingga anak memperoleh hak-haknya
sebagai anak terutama mendapatkan
pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal
memasuki dunia kerja dimasa depan.
Upaya-upaya pencegahan dapat
dilakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi
pencegahan pekerja anak adalah upaya
menyebarluaskan informasi yang berkaitan
dengan substansi pekerja anak, ditujukan
untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran

pekerjaan, kemampuan bahasa, status

ekonomi dan sosial serta budaya audiennya;

(b) metode dan sarana sosialisasi disesuaikan
dengan kebiasaan yang berlaku dan sedapat
mungkin memanfaatkan media setempat.

Untuk hal-hal sebagaimana dimaksud di
atas diperlukan pengkajian dan berbagai
masukan dari hasil penelitian dan pengalaman
praktek instansi pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan yang peduli terhadap
masalah pekerja anak. Selain masyarakat
umum, sasaran sosialisasi ditujukan bagi
instansi pemerintah terkait dengan kegiatan
mengarah pada advokasi perumusan
kebijakan dan program untuk pencegahan
pekerja anak sehingga dapat melahirkan
kebijakan di tingkat lokal dalam upaya
pencegahan pekerja anak.

Sosialisasi dengan sasaraspsiasi
Pengusaha Indonesia, Serikat pekerja/Buruh
dan pemangku kepentingan ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran dan dorongan untuk
turut berperan aktif mendukung pelaksanaan
upaya-upaya pencegahan pekerja anak.

Sarana yang dapat dipergunakan dalam

dan menggerakkan masyarakat dalam upaya kegiatan sosialisasi antara lain : Booklet/leaflet,
pencegahan dan penanggulangan pekerja Postey Ceramah, SeminakKonsultasi,

anak, menghimpun kekuatan dan sumber
daya serta modal sosial berbagai pihak yang
dapat digunakan mencegah pekerja an&k.
Materi sosialisasi menyangkut aspek dampak

Dialog public, Buletin, Iklan layanan
masyarakat di media cetak, radio, televisi.
Peningkatan AksesPendidikan

Salah satu penyebab terjadinya pekerja

pekerjaan dan lingkungan hukum, aspek anak adalah putus sekolah yang disebabkan
hukum, masa depan anak dan penguatan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak
nilai-nilai yang ada di masyarakat serta putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin
penanaman nilai-nilai baru yang mendukung  dan anak-anak kurang beruntung lainnya,
upaya-upaya pencegahan yang disampaikan maka perlu diupayakan program pencegahan
dengan bahasa yangsederhana yang mudahmelalui program peningkatan akses
dipahami oleh masyarakat setempat. Dalam pendidikan.

pelaksanaan sosialisasi perlu diperhatikan Sebagaimana diketahui, program wajib
beberapa hal, antara lain; (a) bahasa pesanbelajar 9 tahun yang telah
disesuaikan dengan karakteristik pendidikan, ditetapkandiharapkan dapat dilaksanakan
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secara maksimal. Sesuai dengan UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas)telah disebutkan bahwa

setiap warga negara yang berusia 7 — 15 taldun Pember dayaan

wajibmengikuti pendidikan daséenurut

UU tersebut sebenarnya tidakada alasan lagi
bagi anak usia wajib belajar mempunyai status
tidak sekolah.Lebih lanjut disebutkan bahwa

penanggung jawab utama
pelaksanaanpendidikan adalah pemerintah
baik pusat maupun daerah.

Selayaknyapemerintah dapat menjamin
tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan.Lebih lanjut lagi dalam pasal 34
UU Sisdiknas telah disebutkanbahwa
pemerintah baik pusat maupun daerah
menjamin terselenggaranya wajibbelajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa
memungut biaya.

Kemudian untuk lebih menjamin
terselenggaranya program pendidikan
dasardalam pasal 12 ayat 1 huruf d
disebutkan bahwa peserta didik
berhakmendapatkan biaya pendidikan bagi
mereka yang orang tuanya tidak
mampumembiayai pendidikannya. Salah satu
jalan pencegahan pekerja anak
adalahmelaksanakan program wajib belajar
secara efektif dan konsekuen.Kegiatan yang
dapat dilakukan dalam rangka
penanggulangan pekerja anakantara lain: (a)
mendorong pemerintah baik pusat maupun
daerah untuk menetapkankebijakan
penerapan sekolah gratis untuk pendidikan
dasar; (b) peningkatan program bantuan bea
siswa,; (C) penyelenggaraan bimbingan belajar;
(d) sosialisasi tentang hak-hak anak dan
pekerja anak kepada guru sekolah agarlebih
memahami permasalahan pekerja anak.

Pencegahan dan penanggulangan
pekerja anak dengan program
pendidikankeluarga dapat dilakukan dengan

bekerjasama dan berkooordinasi secara
lintassektoral dengan melibatkan semua unsur
yang terkait.

Keluarga dan
Masyar akat

Salah satu penyebab anak melakukan
pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah
faktor ketidakberdayaan keluarga maupun
masyarakat dalam menghadapi berbagai
masalah sosial maupun ekonomi.
Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah,
rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan dan akses informasi
yang sangat terbatas merupakan penyebab
ketidak-berdayaan keluarga dan masyarakat.

Untuk itu dalam mengatasi masalah
pekerja anak perlu dilakukan berbagai upaya
pemberdayaan keluarga dan masyarakat
dalam rangka pencegahan terjadinya pekerja
anak. Permberdayaan keluarga dan
masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai
program pemeberdayaan ekonomi,
pemeberdayaan sosial dan pemeberdayaan
budaya.

Kegiatan pemberdayaan keluarga dan
masyarakat ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga kurang mampu,
membangun komunikasi diantara komunitas
dalam memberdayakan kekuatan untuk
menangani masalah pekerja anak dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
menangani pekerja anak.

Program pemberdayaan ekonomi
diharapkan mampu memberdayakan
keluarga dan masyarakat yang kurang
mampu, agar mereka dapat
mengatasipermasalahan ekonominya.
Kegiatan dalam rangka pemberdayaan
ekonomi keluarga dan masyarakat antara lain
: (@) pelatihan keterampilan yang disesuaikan
dengan potensi, minat dan kemampuan
masyarakat itu sendiri; (b) pelatihan
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kewirausahaan dan pemberian bantuan modiahia kerja atau sedang beketja, yaitu mereka yang
usaha serta pendampingan usaha; (c) progtaekerja pada pekerjaan ringan, pada pekerjaan
bapak angkat yang dilakukan oleh BUMNlalam rangka mengembangkan bakat dan minat.
atau perusahaan nasional. Maksud perlindungan pekerja anak
Pemberdayaan sosial dilakukan gumaerupakan upaya yang terencana, terpadu dan
memperkuat ikatan sosial masyarakat déerkoordinasi guna memberikan perlindungan
memperkuat nilai-nilai kebersamaan sertarhadap anak-anak yang bekerja dengan
meningkatkan kesadaran masyarakat akaenerapkan norma kerja anak secara konsekuen.
hak-hak anak. Kegiatan dalam rangKeujuan perlindungan pekerja anak adalah untuk
pemberdayaan sosial ini antara lain; (aenjamin agar anak dapat menikmati hak-haknya
meningkatkan kesadaran masyarakat akdam terpenuhi kebutuhan khasnya, sehingga dapat
pentingnya perlindungan terhadap hak-hakmbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,
anak; (b) sosialisasi dan pemahaman artental, sosial maupun intelektualnya.
pentingnya hak-hak anak; (c) membangun  Pada prinsipnya pengusaha dilarang
komitmen masyarakat untuk memberikamempekerjakan analetapi karena kondisi
perlindungan terhadap hak-hak anak.  ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan
Pemberdayaan budaya pentinigelum memungkinkan melarang anak untuk tidak
dilakukan dengan mengurangi atau bahkamelakukan pekerjaan. Peraturan perundangan-
menghilangkan budaya yang tidak mendukuogdangan di bidang ketenagakerjaan masih
atau bahkan menghambat upaya-upaygemperbolehkan anak melakukan pekerjaan
pencegahan pekerja anak. Pemberdaygmada pekerjaan ringan, sepanjang tidak
budaya juga diarahkan untuk membangunengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,
dan mengembangkan budaya yang sejalmental dan sosial. Pengusaha yang akan
dan mendkung upaya-upayapencegahaiempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus
pekerja anak. Pemberdayaan budaya dapemenuhi syarat sebagai berikut : (a) izin tertulis
dilaksanakan melalui; (a) pemanfaatan tokotiari orang tua atau wali; (b) perjanjian kerja antara
tokoh agama, adat dalam penyampaian pepangusaha dengan orang tua atau wali; (c) waktu
penghapusan pekerja anak; (b) bimbing&erja maksimal 3 (tiga) jam sehari; (d) dilakukan
mental dan spiritual, pada siang hari dan tidak mengganggu waktu
Memanfaatkan momen-momersekolah; (e) dijaga keselamatan dan kesehatan
keagamaan dan ritual/upacara tradisiorta@rjanya; (f) adanya hubungan kerja yang jelas;
secara rutin yang mengedepankan nilai dgg) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang
norma yang berlaku dengan menyampaikbgrlaku.
pesan bahwa keberadaan anak sebagai Disamping anak dapat melakukan
pekerja anak merugikan masa depaekerjaan ringan dengan persyaratan tertentu,anak
anakdan bertentangan dengan peratujaga diperbolehkan melakukan pekerjaan untuk
perundangan dan kemanusiaan. mengembangkan bakat dan minat. Pengusahayang
mempekerjakan anak untuk mengembangkan

PENUTUP bakat dan minat wajib memenuhi syarat sebagai

berikut : (1) dibawah pengawasan langsung dari
Sasaran perlindungan pekerja anaiang tua atau wali, dilakukan dengan cara: (a)

ditujukan bagi anak-anak yang telah memasuiang tua atau wali mendampingi setiap kali
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anaknya melakukan pekerjaan; (b) orang tua akarja secara tertulis dengan orang tuanya/wali
wali mencegah perlakuan eksploitatif terhadg@angmewakili anak yang memuat kondisi dan
anaknya; (c) orang tua atau wali menjagyarat kerja; (b) mempekerjakan anak diluar
keselamatan, kesehatan dan moral anaknyaktu sekolah; (c) waktu kerja paling lama 3 jam
selama melakukan pekerjaan.(2) waktu keigahari dan 12 jam seminggu; (c) melibatkan orang
paling lama 3 (tiga) jam sehari. (3) kondisi daa/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan
lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangaengawasanlangsung; (d) menyediakan tempat
fisik, mentalsosial dan waktu sekolah. dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran

Sesuai dengan Kepmenakertrans No.Keganpenggunaan narkotika, perjudian, minuman
115/Men/VI1/2004 tentang PerlindunganBadkeras, prostitusi dan hal-hal sejenisyang dapat
Anak yang Melakukan Pekerjaan untuknemberikan pengaruh buruk terhadap
Mengembangkan Bakat dan Minattelah diringerkembangan fisik, mentaldan sosial anak; (e)
lebih lanjut tentang kewajiban pengusaha yangenyediakan fasilitas tempat istirahat selama wakiu
mempekerjakan anakuntuk mengembangkamggu; (f) melaksanakan syarat-syarat
bakat dan minat, yaitu : (a)membuat perjanjikeselamatan dan kesehatan kerja.
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